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KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

Menimbang

Mengingat

]

NOMOR \q72 TAHUN 2020

TENTANG

NOVASI APLIKASI ONLINE “SMART DUKCAPIL”
IPADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

. bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang

efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem
pelayanan administrasi kependudukan yang baru;

. bahwa sistem pelayanan administrasi kependudukarn

sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan
dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepads
masyarakat dengan menerapkan mekanisme pelayanarn
secara daring berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh"
Kota Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pelaywnar
Administrasi Kependudukan Secara Daring (Online)

b

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuc

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusar.
Bupati tentang Inovasi Aplikasi Online “Smart Dukcapil”
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sip..
Kabupaten Lima Puluh Kota.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daeralh Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumetera Tengah ( Lembara:
Negara Republik Indonesia Tahur 1956 Nomor 25

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 t:ontan;

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republix
Indonesia Tahun 2006 Nemor 124, Tambahan Lembarar,
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaiman.
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahui
2013 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 2!
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukar
(Lembaran Negara Renublik Indonesia Tahun 2013 Nomo:
232, Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nornor 5475);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukar
Peraturan Perundang-Undangen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1823, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatu:
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negare. Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintehan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintati Nomor 40 Tahun 2019 Ten tang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahar
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2019 tentane-
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingku.igan
Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Daerah, Bedan
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010

11.

Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
Daring (Berita Negara Republik Tahun 2019 nomor 152);

Peraturan Daerah Kabupaten Lirmma Puluh Kota Nomor 7
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2009 Nomor &) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kots
Nomor S Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peiaturarn
Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelengzaraan
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Keta Nomor 6 Tahun 2016);
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12.Peraturan Daerah Kabupaten Lirma Puluh Kota Nomo~ 10
Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-
2025  (Lembaran Daerali Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2011 Nomor 10);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nornor €
Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2016-2021 (Lembaran Dacrah Kabupaten Lima Puluh
Kotee Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Pululi Kot
Nomeor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2018 Nomor 4);

14.Peraturan Daerah Kahbupaten Lirna Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunarn
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4
Tehun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanj«
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 4);

16.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil (Berita Daerali Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2016 Nomor 56);

17.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 89 Tahun 2019
Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota {Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2019 Nomor 8¢);

18.Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 91 Tahun 201¢
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 91);

19, Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 37 Tahun 2020
Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara

Daring (Online) (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2020 Nomor 37). &
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MEMUTUSKAN :

Inovasi Aplikasi Online “Smart Dukcapil” Pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh
Kota.

Inovasi Aplikasi Online “Srnart Dukcapil” Pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh
Kota diciptakan untuk membangun tata kelola pemerintahan
yang efektif dan efisien.

Inovasi Aplikasi Online “Smart Dukcapil” Pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh
Kota diciptakan untuk memberikan pelayanan yang l:bih
mudah dan cepat kepada masyarelkat.

Pembiayaan yang dgitimbulkan akibat dikeluarkannya
Keputusan iri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran
2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh
Kota.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan darn apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan in:,
akan diadakan perbaikan kembali sehagaimeana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal \&  Juni 2020
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